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Skripsi  ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul  “Tinjauan 
Hukum Islam terhadap Kebiasaan Merubah Harga Secara Sepihak pada Jual 
Beli Sayur Mayur (studi kasus di Desa Pedagangan Kecamatan Wriginanom 
Kabupaten Gresik)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan 
tentang “bagaimana kebiasaan jual beli sayur-mayur dengan  perubahan harga 
secara sepihak oleh tengkulak di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom 
Kabupaten Gresik dan bagaimana tinjauan Hukum Islam  terhadap kebiasaan 
merubah harga secara sepihak pada jual beli sayur-mayur  di Desa Pedagangan 
Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik?”. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dalam 
manganalisis data dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
dengan melakukan dokumentasi, wawancara, dan observasi, sedangkan pola 
pikir yang digunakan adalah induktif yaitu mengemukakan fakta-fakta atau 
kenyataan dari hasil penelitian jual beli sayur mayur yang ada di Desa 
Pedagangan, kemudian diteliti dengan menggunakan tinjauan hukum islam 
sehingga ditemukan pemahaman terhadap praktik jual beli sayur mayur di 
Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. 
Hasil yang diperoleh adalah praktik jual beli sayur mayur dengan 
kebiasaan merubah harga secara sepihak di Desa Pedagangan Kecamatan 
Wringinanom Kabupaten Gresik terbukti bahwa jual beli tersebut termasuk 
jual beli harga sepihak. Kemudian ditinjau dari hukum Islam  perubahan harga 
secara sepihak yang dilakukan oleh tengkulak kepada petani itu tidak sesuai 
dengan syar’i. Perubahan harga secara sepihak oleh tengkulak dalam jual beli 
sayur-mayur di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik 
subyek yang melakukan jual beli tersebut melakukannya atas kehendak sendiri 
tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Begitu juga penjual dan pembeli 
adalah sudah dewasa dan sehat akalnya. Akad tersebut tidaklah sah, karena 
tenkulak tidak melakukan kewajibannya secara utuh yaitu tidak memberikan 
hak petani dalam hal ini uang secara sempurna. Padahal diawal perjanjian 
telah disepkati harganya.. Jadi tengkulak tersebut boleh-boleh saja melakukan 
potongan harga, akan tetapi harus dengan disertai kesepakatan petani, 
sehingga terjadi akad baru antara keduanya. 
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka bagi petani hendaknya 
melakukan perjanjian diawal apabila barang yang dibeli tidak habis terjual 
boleh dikembalikan. Kepada tengkulak hendaknya jika membayar jangan 
sampai mendzalimi petani dengan memotong harga awal secara sepihak.   
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A. Latar Belakang Masalah 
Manusia merupakan mahluk sosial yang memiliki berbagai 
kebutuhan hidup dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, tidak mungkin 
diproduksi sendiri. Manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk 
mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.
1
 Intinya hubungan manusia 
terhadap manusia yang lain ialah saling membutuhkan satu sama lain, 
sebagaimana yang Allah SWT perintahkan untuk saling tolong menolong, 
bahu-membahu untuk mencapai sesuatu yang bisa direalisasikan lewat 
jual-beli ataupun bentuk hubungan sosial yang lainnya. 
Dalam hubungan sosial kita banyak melakukan aktivitas 
muamalah yang terkadang dinafikan hukumnya karena sudah menjadi 
kebiasaan umum di tengah kehidupan masyarakat. Sebenarnya kebiasaan 
umum tidak akan bermasalah ketika sudah dibenarkan secara hukum. Hal 
ini berbeda ketika kebiasaan itu kontradiksi dengan hukum akan tetapi 
dikenal umum di tengah kehidupan masyarakat sehingga tidak melanggar 
hukum misalkan praktek jual-beli dengan menggunakan sistem tradisi. 
Persoalan tradisi jual beli selalu  dinamis dan dalam dinamika tersebut, 
perlu diperhatikan segala sesuatu yang  berkaitan dengan sah atau 
tidaknya tradisi jual beli  itu. 
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  Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah (Yogyakarta : UII Press, 2000), 11. 


































Dalam tradisi jual beli supaya tidak menimbulkan permasalahan,  
kecurangan, penipuan, ketidak adilan yang menafikan kepentingan orang 
lain  dan sikap yang merugikan  dari perbuatan yang merusak, dalam hal 
itu Islam  telah mengatur untuk mengantisipasi hal tersebut. Dengan 
demikian, dalam tradisi jual - beli bisa dilakukan berdasarkan ketentuan-
ketentuan yang telah digariskan dalam hukum Islam, sebagaimana Islam 
memberikan pengarahan  untuk melakukan sesuatu yang baik dan 
melarang yang merusak. 
Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bay‘ yang berarti 
menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.
2
 
Sedangkan dalam bahasa Arab jual beli disebut al-bay‘ yang berarti 
menukar (pertukaran). Kata jual (al-bay‘) dalam bahasa Arab terkadang 
digunakan untuk pengertian lawannya yaitu beli (asy-syira) dengan 
demikian al-bay‘ berarti menjual dan sekaligus beli.3 




‚Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu‛. 
ُُةَلَداَبُمٍُُئْيَشٍُُبْوُغْرَمُُِوْيِفٍُُلِْثبَُُِىلَعٍُُوْجَوٍُُدَّيَقُمٍُُصْوُصَْمَُ
‚Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui 
cara tertentu yang bermanfaat‛. 
 
Menurut Imam Nawawi jual beli adalah:
5
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 Nasrun Haroen, Fiqh Mu’amalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 2. 
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‚pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan‛. 
Dari pengertian di atas, yang menjadi objek perbincangan al-bay‘ 
adalah mekanisme, sebab hal itulah yang dapat menentukan status sah 
tidaknya jual beli. Selama mekanisme yang terjadi masih sesuai dengan 
syara’ atau hukum yang berlaku, maka jual beli menjadi legal menurut kaca 
mata hukum. Tetapi bila mekanisme  jual beli yang terjadi tidak lagi sesuai 
dengan syara’ atau hukum yang berlaku, maka status bisa berubah dari legal 
menjadi ilegal atau hal lain, menurut pemahaman Al quran dalam surah Al-
Baqarah ayat 275 yang  berbunyi: 
َُنيِذَّلاَُُنوُلُكَْأيَُابِّرلاَُُلَُُنوُموُق َيَُُّلِإُاَمَكُُُموُق َيُيِذَّلاُُُُوطَّبَخَت َيَُُّشلاُُنَاطْيَُُنِمُُِّسَمْلاَُُكِلَذُُْمُهَّ َنِأبُ
اوُلَاقَُا َّنَِّإُُُعْي َبْلاُُُلْثِم َابِّرلاَُُّلَحَأَوُُُوَّللاَُُعْي َبْلاَُُمَّرَحَوَُابِّرلاُُْنَمَفُُُهَءاَجٌَُُةظِعْوَمُُْنِمُُِوِّبَرُىَه َت ْنَافُُُوَل َفُاَمُ
َُفَلَسُُُُهرَْمأَوَُُلِإُُِوَّللاُُْنَمَوَُُداَعَُُكَِئلوُأَفَُُحْصَأُُباُُِراَّنلاُُْمُىُاَهيِفَُُنوُدِلاَخُ
‚Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 
mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-
penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya‛.6 
Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa>’ 29 yang berbunyi: 
اَهُّ َيأَايَُُنْيِدَّلاُاْو ُنَماَءَُُلُاْوُلُكَْأتُُْمُكَلاَوَْمأُُْمُكَن ْ ي َبُُِلِطاَبْلِابَُُّلِإُُْنَأَُُنْوُكَتًَُُةراَِتُُِْنَعٍُُضَار َتُُْمُكْنِمَُُلَو 
ُاْوُل ُتْق َتُُْمُكَسُف َْنأَُُّنِإَُُللاَُُناَكُُْمُكِبُاًمْيِحَرُ
                                                                                                                                                               
5
 Ibid., 49. 
6
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Surabaya: Al-Hidayah, 1996), 47 


































 ‚Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu‛.7 
Begitu pula dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari 
Hakim bin Hizam ra. yang berbunyi: 
َُحُُثيِدُُِميِكَحُُِنْبٍُُمَازِحَُُيِضَرُُُوَّللاُُُوْنَعُُ:ُِنَعُُِِّبَّنلاُىَّلَصَُّللاُُوُُِوْيَلَعَُُمَّلَسَوَُُلَاقُُِناَع ِّ ي َبْلاُُِراَِيْلِْاب 
ُاَمَُُْلَُُ يَاقَّرَف َتُُْنَِإفَُاقَدَصُاَن َّ ي َبَوَُُِكرُوبُاَُمَلَُُِفُاَمِهِعْي َبُُْنِإَوَُابَذَكُاَمَتََكوَُُق ُِمُُُُةََكر َبُاَمِهِعْي َبُ
‚Diriwayatkan dari pada Hakim bin Hizam ra. katanya: Nabi 
bersabda: Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi 
mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat 
penjelasan mengenai barang yang dijual belikan, mereka akan 
mendapat berkah dalam jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu 
dan merahsiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang 




Ketiga dalil di atas menjelaskan bahwa mekanisme jual beli begitu 
ditekankan untuk menyesuaikan dengan syara’ atau hukum yang berlaku 
sehingga mempengaruhi keabsahan jual beli itu sendiri. Hal tersebut secara 
eksplisit dan tegas dinyatakan dalam hadis di atas. 
Dewasa ini, praktik jual-beli sangat beragam. Keberagaman itu terjadi  
di masyarakat Desa Pedagangan dalam hal  jual-beli sayur-mayur, salah 
satunya adalah menggunakan sistem pembayaran di akhir sebagai landasan 
jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pedagangan Kecamatan 
Wringinanom Kabupaten Gresik. Sebagaimana yang telah diketahui  
bahwasanya jual beli tersebut dengan menggunakan sistem kebiasaan 
merubah harga oleh tengkulak kepada petani setelah si tengkulak menjual 
                                                          
7 Ibid., 84. 
8
 Imam Ahmad bin Hambal, Musnad Imam Ahmad bin Hambal asy-Syamiyin, Jil. 4 (Beirut, 
Libanon: Dar- Al-Kutub Al-Ilmiah, t.t.), 284. 


































kembali sayurannya di pasar. Dan yang menjadi kebiasaan dengan jual-beli 
sayuran ini adalah bahwa harga yang ditentukan diawal bisa berubah 
sewaktu-waktu di akhir pembayaran yang dilakukan oleh tengkulak kepada 
petani. Tengkulak memberi  harga yang lebih murah dari perjanjian diawal 
yang telah disepakati dengan alasan faktor sebuah cuaca, kelebihan barang di 
pasaran, ataupun factor yang lainnya.  
Tradisi ini sudah berlangsung  lama dan sampai saat ini. Walaupun 
tradisi ini ada kerugian di salah satu pihak, tetapi tradisi atau kebiasaan ini 
masih dipertahankan karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para 
petani di desa Pedagangan.  
Misal: petani berkata bahwa barang tersebut dia jual seharga Rp 
1.500.000,00 untuk seribu ikat  dan si tengkulak meng iyakannya, tetapi 
setelah waktu pembayaran di akhir, si tengkulak tidak memenuhi 
perjanjiannya, dia bisa membayar dengan harga yang lebih murah dari harga 
yang telah mereka sepakati.  Terkadang pula selain memotong harga, ada 
juga tengkulak  yang hanya membayar setengah harga kepada petani atas sisa 
pembayaran awal  dan dikarenakan minimnya pengetahuan petani dalam 
berkomunikasi melalui handphone, sehingga tidak bisanya petani menagih 
uang yang belum dibayarkan kepada petani. 
Mencermati perkembangan terkait masalah di atas, penulis tertarik 
untuk menulis sebuah judul skripsi ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Kebiasaan Merubah Harga Secara Sepihak Pada Jual Beli Sayur-Mayur 






































B. Identifikasi Masalah 
Dari latar belakang masalah di atas, maka muncul masalah-masalah 
yang bisa dilakukan penelitian lebih lanjut sebagai berikut: 
1. Jual beli sayur dengan sistem pembayaran di akhir  
2. Tradisi jual beli sayur-mayur merugikan salah satu pihak 
3. Tidak adanya tawar menawar dalam praktik jual beli sayur-mayur 
4. Tengkulak merubah harga secara sepihak 
5. Tidak ada sistem pesan memesan 
6. Tidak ada jual beli khiya>r 
7. Kebiasaan jual beli sayur-mayur di Desa Pedagangan Kecamatan 
Wringinanom Kabupaten Gresik 
8. Tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme jual beli sayur-mayur 
dengan kebiasaan merubah harga secara sepihak di Desa Pedagangan 
Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. 
 
 
C. Batasan Masalah 
Agar untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus, maka penulis 
membatasi penelitian ini pada masalah berikut: 


































1. Deskripsi tentang kebiasaan  jual beli sayur-mayur dengan  merubah 
harga secara sepihak di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom 
Kabupaten Gresik. 
2. Tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme  jual beli sayur-mayur dengan 
kebiasaan merubah harga secara sepihak di Desa Pedagangan Kecamatan 
Wringinanom Kabupaten Gresik. 
 
 
D. Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas yang sudah 
diidentifikasi dan dibatasi permasalahan yang akan diteliti, maka Penulis 
dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:  
1. Bagaimana kebiasaan jual beli sayur-mayur dengan  perubahan harga 
secara sepihak oleh tengkulak di Desa Pedagangan Kecamatan 
Wringinanom Kabupaten Gresik?  
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam  terhadap kebiasaan merubah harga 
secara sepihak pada jual beli sayur-mayur  di Desa tersebut? 
 
 
E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang 
sudah pernah dilakukan di seputar masalah jual beli sayur-mayur yang 
diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini 


































bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian 
tersebut.
9
 Kajian tentang jual beli sudut pandang dari muamalah terus 
berkembang, mengikuti perkembangan zaman. Model sistem jual beli 
semakin bervariatif. Dari berbagai karya ilmiah maupun peneliti temui, 
belum ada karya ilmiah maupun penelitian yang membahas tentang jual beli 
sayur dengan kebiasaan merubah harga secara sepihak. Hal ini dapat 
dimengerti karena pembahasan mengenai permasalahan jual beli sangat luas, 
baik mengenai perilaku, obyek, subyek, akad jual beli dan sebagainya. 
Pertama, skripsi ini disusun oleh Siti Nur Asia Mahasiswa Fakultas 
Syariah dan Hukum dengan judul ‚Tinjauan Sadd az|-Z|ari>’ah Terhadap 
Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli Rak Antara Produsen Dan 
Pedagang Pengecer di jalan Dupak No.91 Surabaya. Skripsi ini membahas 
tentang jual beli rak dengan sistem pemesanan barang dengan tanpa 




Kedua, skripsi ini disusun oleh Riadinna Difatussunnah Mahasiswa 
Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul ‚ Analisis Mazhab Syafii 
Terhadap Perubahan Harga Sepihak ( Studi Kasus Jual Beli Daging Sapi di 
Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang)‛ skripsi ini 
membahas tentang  adanya kecacatan pada daging sapi sehingga 
menimbulkan adanya permintaan penurunan harga oleh pengecer kepada 
                                                          
9
 M. Amirin Tatang, Menyusun Rencana Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1990), 62. 
10
 Siti Nur Asia, Tinjauan Sadd az|-Z|ari>’ah Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual 
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supplier. Dan permintaan perubahan harga tersebut belum ada kesepakatan 
diantara kedua belah pihak pada awal perjanjian pembelian.
11
 
Ketiga, skripsi ini disusun oleh Abdul Malik Mahasiswa Fakultas 
Syariah dengan judul ‚Analisis hukum islam terhadap perubahan harga jual 
beli dari yang sudah disepakati karena adanya bencana alam (studi kasus di 
desa Pangilen Sampang Madura)‛ di dalamnya membahas tentang perubahan 
harga jual beli daun tembakau yang sudah disepakati karena ada bencana 
alam berupa hujan, mengakibatkan kualitas daun tembakau rusak sehingga 
untuk mengurangi potensi kerugian, maka pembeli melakukan penurunan 
harga daun tembakau dan di dalam hukum islam hukumnya adalah boleh, 
karena akad yang pertama sudah batal dan dilanjutkan dengan akad yang ke 
dua setelah terjadinya bencana hujan.
12
 
Dari uraian judul skripsi di atas terdapat persamaan dan perbedaan 
dengan penelitian sekarang. Persamaan penelitian di atas dengan sekarang 
hanya sama-sama membahas tentang adanya perubahan harga secara sepihak 
dalam praktik jual beli. Sedangkan yang membedakan penelitian di atas 
dengan penelitian sekarang adalah subjek penelitian dimana pada judul 
skripsidi atas menekankan pada Tinjauan Sadd az|-Z|ari>’ah terhadap 
perubahan harga secara sepihak pada jual beli, disini sudah jelas bahwa 
skripsi yang dibahas oleh ketiga penulis sangatlah berbeda. 
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Adapun penelitian dalam skripsi penulis berjudul ‚ Analisis Mazhab 
Syafii Terhadap Perubahan Harga Sepihak ( Studi Kasus Jual Beli Daging 
Sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang)‛, didalamnya 
membahas tentang analisis fikih mazhab Syafii terhadap perubahan harga 
pada jual beli daging sapi. 
Dan penelitian dalam skripsi penulis berjudul ‚Analisis hukum Islam 
terhadap perubahan harga jual beli dari yang sudah disepakati karena adanya 
bencana alam (studi kasus di desa Pangilen Sampang Madura)‛ di dalamnya 
membahas tentang perubahan harga jual beli daun tembakau yang sudah 
disepakati karena ada bencana alam berupa hujan. 
Sedangkan pembahasan utama yang dijadikan objek oleh peneliti 
dalam karya tulis ilmiah ini adalah ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Kebiasaan Merubah Harga Secara Sepihak Pada Jual Beli Sayur-Mayur 
(Studi Kasus di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten 
Gresik‛  belum ada yang membahas sebelumnya. Karena ditinjau dari 
subjeknya pun berbeda yaitu Tinjauan Hukum Islam yang akan ditinjau dari 
Jual beli dan juga dari segi ‘Urf nya. 
 
 
F. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan yang 
hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :  


































1. Untuk mendeskripsikan kebiasaan jual beli sayur-mayur dengan  
merubah harga secara sepihak di Desa Pedagangan Kecamatan 
Wringinanom Kabupaten Gresik 
2. Untuk menjelaskan dari sisi hukum islam terhadap kebiasaan 
merubah harga sepihak pada  jual beli sayur-mayur  di Desa tersebut. 
 
 
G. Kegunaan Hasil Penelitian  
Skripsi dengan judul ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan 
Merubah Harga Secara Sepihak  Pada Jual Beli Sayur-Mayur (Studi Kasus di 
Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik)‛ ini berguna 
untuk :  
1. Secara teoritis : Merumuskan kaidah hukum Islam terkait dengan 
jual beli khususnya tentang jual beli  sayur-mayur dengan merubah 
harga secara sepihak. 
2. Secara praktis  :Menambah wawasan kepada pembaca untuk 
memahami hukum jual beli yang diperbolehkan oleh Syara’ 
khususnya dalam jual beli sayur-mayur dengan merubah harga secara 
sepihak di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten 
Gresik. Agar mereka lebih tahu tentang jual beli dengan sistem 
pembayaran di akhir yang dibolehkan dan tidak bertentangan dengan 
Hukum Islam, sehingga pada akhirnya mereka lebih bisa menilai 
tentang bagaimana transaksi yang akan dilakukannya. 


































H. Definisi Operasional 
Untuk mamahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian 
judul secara operasional agar tidak salah persepsi. Untuk menghindari 
terjadinya kesalah pahaman dalam pengertian maksud dari judul di atas, 
maka penulis membarikan definisi yang menunjukkan ke arah pembahasan 
sesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh judul tersebut: 
Hukum Islam : Merupakan suatu produk hukum yang bersumber dari nash 
Al quran, Hadis, Qiyas, dan Ijtihad para ulama untuk 
memutuskan sesuatu perkara mengenai status perkara  
hukum. Atau rumus peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 
sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang 
sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini 
berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.
13
 Dalam 
hal ini mengenai jual beli. 
Merubah harga  
Secara sepihak :Sistem jual beli yang yang dilakukan  masyarakat dalam 
melakukan transaksi jual beli, yaitu dengan merubah harga 
secara sepihak di akhir pembayaran oleh tengkulak kepada 
petani setelah si tengkulak menjual kembali di pasar. 
 
 
                                                          
13
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I. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) sehingga 
yang menjadi sumber utama data-datanya adalah data lapangan yang 
digunakan untuk mengetahui implementasi dari aturan-aturan normatif yang 
ada.
14
 Di samping itu, data-datanya didukung pula oleh buku-buku fiqih dan 
kitab undang-undang yang membahas tentang jual beli. Seperti buku fiqih 
muamalah, kitab fiqih Islam, dan buku-buku lain tentang metode penelitian. 
2. Data yang dihimpun 
Dalam rangka menjawab pertanyaan ini, akan dihimpun data 
penelitian sebagai berikut: 
a. Mengenai sistem jual beli sayur-mayur   
b. Mengenai perubahan harga secara sepihak oleh tengkulak 
c. Mengenai jual beli sayur-mayur dengan kebiasaan merubah harga 
secara sepihak oleh tengkulak menurut hukum Islam. 
3. Sumber Data 
Data yang dipakai dalam penelitian ini, terdiri dari atas: 
a. Sumber primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung 
dari sumber pertama yang ada di lapangan melalui penelitian.
15
 Yang 
dilakukan antara petani dan tengkulak, utamanya mengenai 
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ui Press, 2008), 12. 


































mekanisme jual beli sayur-mayur dengan kebiasaan merubah harga 
secara sepihak oleh tengkulak. 
b. Sumber sekunder adalah data yang dibutuhkan untuk mendukung atau 
melengkapi sumber primer, yakni buku-buku, kitab-kitab fiqih serta 
literatur lain yang mendukung dan terkait dengan penelitian ini. 
Seperti buku fikih muamalah, kitab fikih Islam, dan buku-buku lain 
tentang metode penelitian. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk dapat memperoleh data yang diperlukan, maka digunakan 
teknik yang sesuai dengan jenis data yang diperlukan yaitu dengan 
menggunakan teknik: 
a. Wawancara: Menanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan yang sesuai 
dengan penelitian, wawancara dilakukan dengan tatap muka langsung 
(personal interview) melalui tanya jawab untuk mendapatkan 
informasi tentang prosedur jual beli sayu-mayurr, seperti para petani, 
tengkulak dan pembeli sayur. 
b. Studi Dokumentasi: Mencari data mengenai hal-hal atau variabel 
yang berupa literatur dan wacana yang berkaitan dengan jual beli 
sayur-mayur. Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan 
data yang ditujukan untuk subjek penelitian. 
c. Observasi: mencari data dengan riset langsung ke lapangan. 
5. Teknik Pengolahan Data 







































Editing yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh 
dari hasil wawancara terutama dari segi kelengkapan, kejelasan 
makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan 
penelitian. Teknik ini digunakan Penulis untuk memeriksa 
kelengkapan data-data yang sudah dikumpulkan dan akan digunakan 
sebagai sumber-sumber studi dokumentasi. Misalnya ada data yang 
tumpang-tindih itu tidak langsung  kita masukkan, jadi harus dipadu-
padankan terlebih dahulu. 
b. Organizing 
 Organizing yaitu menyusun kembali data yang telah didapat 
dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang 
sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. 
Misalnya dalam menyusun sistematika pembahasan hingga akhir. 
6. Teknik Analisis Data 
Data di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif 
yaitu cara analisis yang cenderung menggunakan kata-kata untuk 
menjelaskan fenomena atau data yang diperoleh.
17
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Data kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang tidak 
berbentuk angka dan digunakan untuk analisa data deskriptif kualitatif 
dengan menggunakan pola pikir induktif. Pola pikir induktif adalah metode 






J. Sistematika pembahasan 
Dalam penyusunan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang 
masing-masing bab terdapat sub bab, rangkaian bab ini disusun dengan 
sistematika sebagai berikut:  
Bab pertama: Terdiri dari pendahuluan meliputi: Latar belakang 
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil 
penelitian, definisi hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, 
sistematika pembahasan. 
Bab kedua: Tentang tinjauan umum mengenai Jual beli dalam islam 
yakni terdiri dari beberapa sub bab yaitu; Pengertian jual beli, landasan 
hukum jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam 
jual beli, pengertian ‘Urf, landasan ‘urf dan hukumnya. 
Bab ketiga: Tentang jual beli sayur-mayur dengan kebiasaan merubah 
harga secara sepihak yaitu terdiri dari beberapa sub bab, tinjauan umum 
tentang kebiasaan merubah harga, mekanisme jual beli sayur-mayur dengan 
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kebiasaan merubah harga secara sepihak, pandangan hukum Islam terhadap 
jual beli sayur-mayur dengan kebiasaan merubah harga secara sepihak. 
Bab keempat: Analisa terhadap hasil penelitian jual beli sayur dengan 
kebiasaan merubah harga secara sepihak menurut perspektif hukum Islam, 
meliputi beberapa sub bab, analisis terhadap mekanisme jual beli sayur 
dengan kebiasaan merubah harga secara sepihak, analisis hukum Islam 
terhadap mekanisme jual beli sayur-mayur dengan kebiasaan merubah harga 
secara sepihak. 












































LANDASAN TEORI JUAL BELI dan ‘URF    
A. Teori Jual-Beli 
1. Pengertian Jual Beli  
Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang 
lain (pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang 
pemiliknya tidak mau memberikannya. Adanya syari’at jual beli 
menjadi was}i>lah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa 
berbuat salah. Jual beli (al-bay’) menurut bahasa artinya menjual, 
mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-
bay’ merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari 
kebalikannya yakni al-shira>’ (membeli). Dengan demikian kata al-
bay’ disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli.1 Perdagangan 
atau jual beli menurut bahasa berarti al-bay’, al-tija>rah dan al-
muba>dalah,2 sebagaimana Allah swt, berfirman:  
 َّنِإٱ َنيِذَّل  ت َي  َتِك َنوُل َبٱ  اوُمَاقَأَو ِوَّللٱ  وَلَّصل اَّمِم  اوُقَفَنأَو َة  َقزَر  َن  مُه  ِّرِس ا  ةَِينَلََعَو   ر َي  َجِت َنوُج  ةَر نَّل 
  َروُب َت ٩٢ 
‚Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan 
mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami 
anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, 
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 Ru’fah Abdulah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65. 
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Adapun pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) yaitu 
tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan 
dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain 
atas dasar saling merelakan.
4 
Menurut Imam Zainuddin Al Malibari dalam kitabnya Fathul 
Mu’in:5 
 ُةَلَداَبُم لٍاَم  ٍلاَمِب ىَلَع  ٍو  جَو  ٍص  وُص  خَم 
‚Menukarkan sejumlah harta dengan harta yang lain dengan cara 
khusus‛. 
Sedangkan jual beli atau dalam bahasa arab  al-bay’  menurut 
etimologi adalah: 
 ُم ُةَل َباَق   ٍء  يَشِب ٍء  يَش  
Tukar –menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.6 
Sayid Sabiq mengartikan jual beli (al-bay’) menurut bahasa yaitu: 
 ُهاَن عَم ُع ي َبلا  ُلةَلَداَبُملا ُقَل طُم  ةَغ  
Pengertian jual beli menurut bahasa  adalah tukar-menukar secara 
mutlak.7 
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Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli adalah tukar 
menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan 
ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan shara’.8 
2. Landasan Hukum Jual Beli 
Landasan hukum diperbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan 
Al quran, sunnah dan ijma’. 
a. Al quran 
Dasar hukum jual beli dalam Al quran dintaranya terdapat 
dalam ayat: 
1) Surat al-Baqarah ayat 275: 
... َّلَحَأَوٱ ُوَّللٱ  ي َب ل َو َع َمَّرَحٱ  و َبِّرل  ا 
‚...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba.‛ (QS. Al-Baqarah: 275)9 
 
2) Surat an-Nisa>’ ayat 29 
 َي َأ اَهُّ يٱ َلَ  اوُنَماَء َنيِذَّلاوُلُك َأت   و مَأ َل مُك  ي َب ِب مُكَنٱ ل  َب  َجِت َنوُكَت نَأ َّلَِإ ِلِط ٍضاَر َت نَع  ةَر 
مُكن ِّم  ۡ  ۡ  َلَو َقت  ُۡوُلت  ۡ  ا مُكَُسفَنأ  ۡ  ۡ  َّنِإٱ َناَك َوَّلل  مُكِب   ميَِحر ا٩٢ 
‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha 
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Diantara hadisth yang menjadi dasar jual beli yaitu hadisth yang 
diriwayatkan oleh HR. Bazzar dan Hakim: 
  َةَعَاِفر  نَع َّيِبَّنلا َّنَا ضر  عِفَار ِن ب  ُوَّللا ىَّلَص  ُس مَّلَسَو ِو يَلَع ُّيَا َلِئ  ِب سَكلا ؟ ُبِّيَّطَا: َلَاق 
  ورازبلا هاور( ٍر وُر   بَم ٍع ي َب ُّلَُكو ِهِدَِيب ِلُجَّرلا ُلَمَعححص )مكاحلا 
Rifa’ah bin Rafi’, sesungguhnya Nabi SAW. Ditanya tentang mata 
pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang 
bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur‛. (HR. 




Ulama’ sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan 
terdapat hikmah didalamya. Pasalnya, manusia bergantung pada 
barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan 
memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan 
diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya 
kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.
12
 
Berdasarkan landasan hukum diatas, jual beli 
diperbolehkan dalam Agama Islam karena dapat mempermudah 
manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jual beli 
tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak 
yang merasa dirugikan. 
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3. Rukun dan Syarat Jual-Beli 
Disyari’atkannya jual beli adalah untuk mengatur kemerdekaan 
individu dalam melaksanakan aktifitas ekonomi dan tanpa disadari 
secara spontanitas akan terikat oleh kewajiban dan hak terhadap 
sesama pelaku ekonomi yang mana semua itu berdasarkan atas 
ketentuan Al quran dan hadis sebagai pedoman dalam ajaran Islam. 
Dengan jual beli, maka aktivitas dalam dunia mu’amalah 
manusia akan teratur, masing-masing individu dapat mencari rezeki 
dengan aman dan tenang tanpa ada rasa khawatir terhadap suatu 
kemungkinan yang tidak diinginkan. Hal tersebut dapat terwujud bila 
jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu 
terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. 
Adapun rukun jual beli ada 3, yaitu a>qid (penjual dan pembeli), 
ma’qu>d alaih (obyek akad), dan si>ghat (lafaz ija>b qabu>l).13 
a. A>qid (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa 
orang melakukan akad, adapun syarat syarat bagi orang yang 
melakukan akad ialah: 
1) Baligh dan berakal 
Disyari’atkannya a>qidain baligh dan berakal yaitu agar 
tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang 
gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai 
mengendalikan harta, bisa dikatakan tidak sah. Oleh karena itu 
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 Hendi suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), 7. 



































anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual 
harta sekalipun miliknya.
14
 Sebagaimana firman Allah  QS. An-
Nisa>’ : 5 
 َلََو  ؤ ُت  اوُتٱ َفُّسلاَه َء  مَأ  َو ُمُكَلٱ َلَعَج يِتَّلٱ ُوَّلل  مُكَل   َيِق  م َو اٱ  مُىوُُقز ر  َو اَهيِفٱ  مُىوُس  ك 
  ُلوُقَو  او  مُهَل   لَ و َق ا  عَّم ُرا ف  و ٥ 
‚Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang 
belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam 
kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok 
kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil 
harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang 
baik‛15 
 
Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat 
membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan 
tetapi dia belum dewasa, menurut pendapat sebagian 
ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk 
melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang 
barang kecil dan tidak bernilai tinggi. 
2) Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan) 
Adapun yang dimaksud kehendaknya sendri, bahwa 
dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu 
pihak tidak melakukan suatu tekanan atau pakasaan 
kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut 
melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan oleh 
kemauannya sendiri, tapi adanya unsur paksaan. Jual beli 
yang demikian itu adalah tidak sah. 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya...,95. 



































Namun jika pemaksaan tersebut atas dasar 
pemaksaan yang benar, maka jual beli dianggap sah. 
Seperti jika ada seorang hakim yang memaksa menjual hak 
miliknya untuk menunaikan kewajiban agamanya, maka 
paksaan ini adalah paksaan yang berdasarkan atas 
kebenaran. 
3) Keduanya tidak muba>dzir 
Keadaan tidak muba>dzir, maksudnya para pihak 
yang mengikatkan diri dalam perbuatan jual beli tersebut 
bukanlah manusia boros (muba>dzir), karena orang boros 
dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak 
cakap dalam bertindak, maksudnya dia tidak dapat 
melakukan suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan 
hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.
16
 
b. Ma’qu >d Alaih (objek akad) 
1. Syarat barang (mabi’) 
Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu: 
a) Suci atau bersih barangnya  
Dalam ajaran islam dilarang melakukan jual beli 
barang-barang yang mengandung unsur najis ataupun 
barang-barang yang nyata diharamkan oleh ajaran agama 
islam.  
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b) Memberi manfaat menurut shara’. 
Pengertian manfaat disini bersifat relatif, karena pada 
dasarnya setiap barang mempunyai manfaat, sehingga 
untuk mengukur kriteria kemanfaatan ini hendaknya 
memakai kriteria agama. Pemanfaatan barang jangan 
sampai bertentangan dengan agama, peraturan perundang-
undangan, maupun ketertiban umum yang ada dalam 
kehidupan bermasyaraakat.  
c) Milik orang yang melakukan akad atau yang diberi izin 
pemilik 
Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus 
benar-benar milik penjual secara syah. Deengan demikian 
jual-beli yang dilakukan terhadap barang yang bukan 
miliknya atau tanpa izin pemiliknya adalah batal.  
d) Mampu menyerahkan 
Dalam artian barang harus sudah ada dan diketahui 
wujud, jumlah atau kriteria barang pada saat perjanjian jual 
beli tersebut diadakan. 
e) Mengetahui 
Artinya, bahwa terhadap barang yang menjadi objek 
jual beli harus secara jelas diketahui spesifiknya, 
jumlahnya, timbangannya, dan kualitasnya.  
  



































2. Syarat Harga (Thaman) 
Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai 
tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah 
uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para Ulama’ fiqh 
membedakan al-thaman dengan as-si’r. Menurut mereka, al-
thaman adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah 
masyarakat secara aktual, sedangkan as-si’r adalah modal 
barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual 
ke konsumen (consumption). Dengan demikian, harga barang 
itu ada 2, yaitu: harga antar pedagang dan harga antara 
pedagang dan konsumen (harga jual dipasar). 
Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah 
al-thaman, bukan harga as-si’r. Ulama’fiqh mengemukakan 
syarat al-thaman sebagai berikut:17 
a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas 
jumlahnya. 
b. Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun  
secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu 
kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), 
maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.  
c.  Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang 
yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan 
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 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,  (Jakarta: PT Raja Grafindo 
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oleh shara’ seperti babi dan khamr, karena kedua jenis 
benda itu tidak bernilai dalam pandangan shara’. 
c. Si>ghat (lafazd ija>b qabu>l) 
Jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan 
(si>ghat) baik secara lisan (s}i>ghat qauliyah) maupun dengan cara 
perbuatan (s}i>ghat fi’liyah). S}i>ghat qauliyah yaitu perkataan yang 
terucap dari pihak penjual dan pembeli. Sedangkan si>ghat fi’liyah 
yaitu sebuah proses serah terima barang yang diperjual belikan 
yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan.
18
 
Akad sendiri artinya ikatan kata antara penjual dan 
pembeli. Umpamanya: ‚aku jual barangku kepadamu dengan harga 
sekian‛ kata penjual, ‚aku beli barangmu dengan harga sekian‛ 
sahut pembeli. Perkataan penjual dinamakan ija>b dan perkataan 
pembeli dinamakan qabu>l.19 
Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah ija>b 
merupakan ungkapan awal yang diucapkan oleh salah satu dari 




Menurut Imam Syafi’i jual beli bisa terjadi baik dengan 
kata-kata yang jelas maupun kina>yah (kiasan) dan menurut beliau 
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itu tidak akan sempurna sehingga mengatakan ‚sungguh aku telah 
beli padamu‛.21 
Memperhatikan pandangan para fuqaha>’ tersebut, maka 
dalam masalah ini penulis dapat menggaris bawahi bahwa jika 
kerelaan tidak tampak, maka diukurlah dengan petunjuk bukti 
ucapan (ija>b qabu>l) atau dengan perbuatan yang dipandang ‘urf 
(kebiasaan) sebagai tanda pembelian dan penjualan. 
Menurut beberapa ulama, lafadz (ija>b qabu>l) 
ada beberapa syarat: 
1) Kedua pelaku akad saling berhubungan dalam satu tempat, 
tanpa terpisah yang dapat merusak. 
2) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal. 
3) Ija>b dan qabu>l harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan 
obyek akad. 
4) Adanya kemufakatan walaupun lafadz keduanya berlainan. 
5) Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti 
sebulan, setahun dan lain-lain adalah tidak sah.
22
 
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terpenuhinya 
rukun dan syarat jual beli merupakan suatu ukuran dimana jual 
beli itu dapat dikatakan sah menurut hukum Islam. Selain itu, 
dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli dimaksudkan agar 
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jual beli itu didasarkan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur 
pemaksaan\ dari salah satu pihak sehingga dalam jual beli tersebut 
tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 
4. Macam-Macam Jual Beli  
Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi diantaranya yaitu : 
1. Ditinjau dari segi hukumnya 
Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi 
tiga yaitu jual beli s}ah}i>h, bat}hil dan fa>sid.23 
a. Jual beli s}ah}i>h 
Dikatakan jual beli s}ah}i>h karena jual beli tersebut sesuai 
dengan ketentuan shara’, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun 
jual beli yang telah ditentukan, barangnya bukan milik orang 
lain dan tidak terikat khiya>r lagi.  
b. Jual beli bat}il 
Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi 
atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak 
disyari’atkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-
anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan shara’ 
(bangkai, darah, babi dan khamar). 
c. Jual-Beli Fa>sid 
Menurut Ulama Hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala 
Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia 
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bahwa jual beli fa>sid dengan jual beli batal itu berbeda. 
Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang 
dijual belikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda 
benda haram. Apabila kerusakan kerusakan itu pada jual beli 
itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual 
beli dinamakan fa>sid. Namun jumhur ulama tidak 
membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.  
Fa>sid menurut jumhur ulama merupakan sinonim dari batal 
yaitu tidak cukup dan syarat suatu perbuatan. Hal ini berlaku 
pada bidang ibadah dan muamalah. Sedangkan menurut Ulama 
mazhab Hanafi yang dikutip dalam bukunya Gemala Dewi 
yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia, bahwa 
fa>sid dalam ibadah dengan muamalah itu berbeda. Pengertian 
dalam ibadah sama pendirian mereka dengan ulama-ulama 
lainnya (jumhur ulama). Sedangkan dalam bidang muamalah, 
fa>sid diartikan sebagai tidak cukup syarat pada perbuatan. 
Menurut mazhab Syafi’i yang dikutip dalam bukunya Gemala 
Dewi dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan Islam di 
Indonesia, fa>sid berarti tidak dianggap atau diperhitungkan 
suatu perbuatan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari 
ada kekurangan (cacat) padanya.
24
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Dengan demikian sesuatu yang telah dinyatakan fa>sid 
berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan shara’. Fa>sid 
dengan pengertian ini, sama dengan batal menurut mazhab 
Syafi’i yang dikutip dalam bukunya Gemala Dewi yang 
berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Akad yang fa>sid 
tidak membawa akibat apa pun bagi kedua belah pihak yang 
berakad. Menurut Imam Hanafi yang dikutip dari bukunya 
Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di 
Indonesia, bahwa muamalah yang fa>sid pada hakikatnya tetap 
dianggap sah, sedangkan yang rusak atau tidak sah adalah 
sifatnya. Yang termasuk jual beli fa>sid, antara lain:
25
 
a) Jual beli al-Majhu>l 
Yaitu jual beli dimana barang atau bendanya secara 
global tidak diketahui dengan syarat ketidak jelasannya itu 
bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidak 
jelasannya sedikit, jual belinya sah, karena itu tidak akan 
membawa perselisihan. Ulama Hanafi mengatakan sebagai 
tolak ukur untuk unsur majhu>l itu diserahkan sepenuhnya 
kepada ‘urf (kebiasaan yang berlaku bagi pedagang dan 
pembeli). 
b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat 
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Misalnya ucapan penjual kepada pembeli, ‚saya 
jual motor saya ini kepada engkau bulan depan setelah 
gajian‛. Jual beli seperti ini batal menurut jumhur dan fasid 
menurut ulama Hanafi. Menurut ulama Hanafi, jual beli ini 
dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang 
waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya 
jual beli itu baru sah apabila masa yang ditentukan ‚bulan 
depan‛ itu telah jatuh tempo. 
c) Menjual barang yang tidak ada di tempat atau tidak dapat 
diserahkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak 
dapat dilihat oleh pembeli. 
Menurut Ulama Maliki yang dikutip dalam bukunya 
Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di 
Indonesia, bahwa jual beli seperti di atas diperbolehkan 
apabila sifatsifatnya disebutkan, dengan syarat sifat sifatnya 
tidak akan berubah sampai barang diserahkan. Sedangkan 
Ulama Hambali menyatakan, jual beli itu sah apabila pihak 
pembeli mempunyai hak khiya>r, yaitu khiya>r ru’yah (sampai 




2. Ditinjau dari segi objeknya 
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Ditinjau dari segi benda yang dijadiakan objek jual beli, 
menurut Imam Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya Hendi 
Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalah, bahwa jual beli dibagi 
menjadi tiga bentuk yaitu:
27
 
a. Jual beli benda yang kelihatan 
Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau 
barang yang diperjual belikan ada di depan pembeli dan 
penjual. 
b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji 
Yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang 
secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, 
atau dengan kata lain jual beli dimana harga 
dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria 
tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu. 
c. Jual beli benda yang tidak ada 
Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena 
barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga 
dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang 
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B.  Teori ‘Urf   
1. Pengertian ‘Urf 
Dalam us}hu>l fiqh terdapat sebuah kaidah asasi al-‘a >dat al-
muh}akkama>t (adat dapat menjadi pertimbangan hukum) atau al-‘a>dat 
al-shari’at al-muh}akkama>t (adat merupakan syariat yang 
dihukumkan). Kaidah tersebut kurang lebih bermakana bahwa adat 
(tradisi) merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum 
(hukum Islam). Adat bisa mempengaruhi materi hukum, secara 
proporsional. Hukum Islam tidak memposisikan adat sebagai faktor 
eksternal nonimplikatif, namun sebaliknya, memberikan ruang 
akomodasi bagi adat. Kenyataan sedemikian inilah antara lain yang 
menyebabkan hukum Islam bersifat fleksibel. 
Pengertian ‘urf  berasal dari kata‘araf  yang mempunyai 
derivasi kata al-ma‘ru>f yang berarti sesuatu yang dikenal atau 
diketahui. Sedangkan dalam pengertian lain al-’urf  adalah segala 
sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi 
kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau 
kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut 
adat. Sedangkan menurut ahli shara’, al-’urf  itu sendiri bermakna 
adat dengan kata lain al-’urf  dan adat itu tidak ada perbedaan.28 
Adapun makna ‘urf  secara terminologi menurut Dr. H. Rahmad 
Dahlan adalah seseuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka 
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mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara 
mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan 
pengertian tertentu, bukan dalam pengertian e>timologi.
29
 
Al-’urf tentang perbuatan manusia misalnya, seperti jual beli 
yang dilakukan berdasarkan saling pengertian dengan tidak 
mengucapkan sighat. Untuk al-’urf yang bersifat ucapan atau 
perkataan, misalnya saling pengertian terhadap pengertian al-walad, 




Karena itu, menurut sebagian besar ulama, adat dan al-’urf  
secara terminologis tidak memiliki perbedaan prinsipil. Artinya 
perbedaan di antara keduanya tidak mengandung perbedaan signifikan 
dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Misalnya dalam kitab 
fiqh terdapat ungkapan haza tha>bit bi al-’urf  wa al-’a>dat (ketentuan 
ini berlandaskan al-’urf dan al-‘a >dat), maka makna yang dimaksud 
keduanya adalah sama. Penyebutan al-‘a>dat setelah kata al-’urf 
berfungsi sebagai penguat (ta’ki >d) saja, bukan kalimat tersendiri yang 
mengandung makna berbeda (ta’si >s).31 
2. Macam-macam ‘Urf 
Para ulama’ ushul membagi ‘urf  menjadi tiga macam 
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1) Dari segi objeknya ‘urf  dibagi kepada : kebiasaan yang 
menyangkut ugkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan. 
a. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan(al-‘Urf al-lafdzi) 
Kebisaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan 
masyarakat yang mengunakan kebiasaan lafdzi atau ungkapan 
tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Misalnya ungkapan 
ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal 
dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah 
umum pada suatu daerah tertentu. 
Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan 
indikator lain, maka tidak dinamakan ‘urf, misalnya ada 
seseorang datang dalam keadaan marah dan ditangannya ada 
tongkat kecil, saya berucap ‚ jika saya bertemu dia maka saya 
akan bunuh dia dengan tongkat ini.‛ Dari ucapanya ini 
dipahami bahwa yang dia maksdu membunuh tersebut adalah 
memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan 
majaz bukan ‘urf.32 
b. Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (al-‘urf al-amali) 
Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah 
kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan 
dengan muamalah keperdataaan. Seperti kebiasaan masyarakat 
yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil 
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barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad 
ucapan yang dilakukan keduanya.
33
 
2) Dari segi cakupanya ‘urf  dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang 
bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus. 
a. Kebiasaan yang bersifat umum (al-‘urf al-‘am) 
Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang 
berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah 
dan seluruh negara. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh 
alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, 
tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, 
tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah 
kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi 




Ulama’ Madzab Hanafi menetapkan bahwa ‘urf  ini (‘urf 
‘am) dapat mengalahkan qiyas, yang kemudian dinamakan 
istih}san ‘urf ‘urf ini dapat men-takhsis nash yang ‘am yang 
bersifat zhanni>, bukan qat’i. Diantara meninggalkan 
keumuman dari nash zhanni> karena adanya ‘urf  ialah larangan 
nabi SAW mengenai jual beli yang disertai dengan adanya 
syarat. Dalam hal ini, jumhur  ulama madzab Hanafi dan 
Maliki menetapkan kebolehan diberlakukanya semua syarat, 
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jika memang berlakunya syarat itu dipandang telah menjadi 
‘urf (tradisi).35 
b. Kebiasaan yang bersifat khusus (al-urf al-khas}) 
Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang 
berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu. Sedangkan 
menurut Abu Zahra lebih terperinci lagi yaitu‘urf yang berlaku 
di suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu, 
Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat 
tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan 
untuk cacat lainya dalam barang itu, konsumen tidak dapat 
mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan 




3) Dari segi keabsahannya dari pandangan shara’, ‘urf  terbagi dua, 
yaitu kebisaaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap 
rusak. 
a. Kebiasaan yang dianggap sah (al-‘Urf al-sahi>h) 
Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang 
berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan 
dengan nash (ayat atau hadits) tidak meghilangkan 
kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mad}arat 
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kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan 
yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. 
b. Kebiasaan yang dianggap rusak (al-‘Urf fa>sid) 
Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang 
bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar 
yang ada dalam syara’. Misalnya, kebiasaan yang berlaku 
dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti 
peminjaman uang antar sesama pedangang. Uang itu sebesar 
sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar 
sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan 
perhitungan bunga 10%. Dilihat dari keuntungan yang diraih 
peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah 
memberatkan, karena yang diraih dari sepuluh juta rupiah 
tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi 
praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-
menolong dalam pandangan shara’, karena pertukaran barang 
sejenis, menurut shara’ tidak boleh saling melebihkan. Dan 
praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di 
zaman Jahiliah, yang dikenal dengan sebutan riba al-nasi>’ah 
(riba yang muncuk dari pinjam meminjam). Oleh sebab itu, 
kebiasaan seperti ini, menurut ulama‟ ushul fikih termasuk 
dalam kategori al-‘urf al-fa>sid.37 
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3. Kedudukan ‘urf  dalam menentukan hukum  
Ada beberapa pendapat  yang menjadi alasan para ulama’ 




a. Firman Allah pada surat al-A’raf (7):199  
  ِذُخٱ ل  فَع َو  رُم أَو  ِبٱ  رُع ل ِف  ضِر عَأَو  ِنَعٱ ل  َج َنيِلِه٩٢٢   
‚Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 
ma´ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh‛39 
Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimn 
untuk mengerjakan yang ma’ruf, sedangkan yang dimaksud 
dengan ma’ruf itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin 
sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak 
bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang 
dibimbing oleh prinsip-prinsip umum islam. 
b. Ucapan sahabat Rasulullah saw, yaitu Abdullah Ibnu Mas’ud : 
 اَم  هَآر  َوُه َف ا نَسَح َن  وُمِل  سُم لا  ٌنَسَح وَّللا َد نِعَآراَمَو َد نِع َوُه َف ا ئ يَس َن  وُمِل  سُم لا ُه  ٌء  يَس وَّللا 
 ‚Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi 
Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk disisi Allah‛ 
 
Menurut sebagian ulama’ ungkapan Abdullah Bin Mas’ud 
ini adalah sebuah Hadits yang diriwayatkan dari Imam Ahmad 
yang menjadi alasan para ulama mengenai penerimaan mereka 
terhadap ‘urf. Namun, banyak para ulma menyepakati pernyataan 
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Ibnu Masud ini bukan termasuk Hadits Nabi saw. Al-‘Ala’i 
menyatakan bahwa setelah melakukan penelitian mendalam 
terhadap beberapa kitab Hadits ia berkesimpulan bahwa 
pernyataan Ibnu Mas’ud adalah sebuah ungkapan bukan termasuk 
hadits. Meskipun demikian ucapan Ibnu Mas’ud ini substansi yang 
terkandung dalamnya diakui dan diterima para ulama, termasuk 
Imam Ahmad yang secara lansgsung mengungkapkan dalam 
musnadnya. Ungkapan diatas baik dari segi redaksi atau 
maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang 
berlaku didalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan 
umum syariah Islam, adalah juga adalah merupakan sesuatu yang 
baik dari sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan 
kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan 
kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.
40
 
c. Pada dasarnya, syari'at Islam pada masa awal banyak yang 
menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam 
masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan al-Quran dan 
Sunnah Rasulallah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama 
sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara 
selektif ada yang diakui dan dilesatarikan serta adapula yang 
dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan masyarakat kerjasama 
dagang dengan cara berbagi untung (al-mud}ha>rabah). Praktik 
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seperti ini sudah berkembang dikalangan masyarakat bangsa Arab 
sebelum kedatangan agama Islam, dan kemudian diakui oleh 
agama Islam sehingga menjadi hukum Islam.
41
 
Dari pemjelasan di atas maka jelaslah, bahwa adat atau ‘urf  
yang mengandung nilai yang positif, dapat diterima oleh Islam dan 
sebaliknya bila adat atau ‘urf mengandung nilai yang negatif maka 
tidak ada tolerir oleh Islam.  
Para ulama’ banyak yang sepakat dan menerima ‘urf  sebagai 
dalil dalam meng-istimbath-kan hukum, selama ia merupakan ‘urf 
shahih dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik ‘urf al-‘am 
dan ‘urf al khas}. Para ulama’ sepakat menolak ‘urf fa>sid (adat 
kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.
42
 
Para ulama’ menyatakan bahwa ‘urf merupakan satu sumber 
istimbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya 
tidak ditemukan nas}h dari kitab (al-Quran) dan sunnah (Hadits). 
Apabila suatu ‘urf bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti 
kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sesuatu yang 
diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka ‘urf 
mereka ditolak (mardu>d). Sebab dengan diterimanya ‘urf  itu berarti 
mengesampingkan nash-nash yang pasti (qat}’i); mengikuti hawa 
nafsu; dan membatalkan syari’at. Karena kehadiran syari’at bukan 
bermaksud untuk melegitimasi berlakunya mafa>sid (berbagai 
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kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah 
tumbuh berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan 
malah diberi legitimasi.43 
Jumhur ulama’ berh}ujjah dengan ‘urf . Akan tetapi yang sangat 
terkenal adalah Malikiyah dan Hanafiyah. Disebutkan bahwa imam 
Syafi’i pun berpegang pada ‘urf dalam membina sebagian hukum 
madzabnya.
44
 Dan menurut kalangan Hanabila dan Syafi’iyah, pada 
prinsipnya madzhab besar-besar fikih tersebut sepakat menerima adat 
istiadat sebagai landasan pembentukan hu}Jkum meskipun dalam 
jumlah dan rincianya terdapat perbedaan diantara madzhab-madzhab 
tersebut, sehingga ‘urf dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil 
yang diperselisihkan dengan demikian Perbedaan diantara ulama 




Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum. Menurut 
salah satu imam madzhab Maliki yaitu Imam al-Qarafi, harus terlebih 
dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, 
sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau 
menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. 
Lebih lanjut lagi Imam al-Syathibi menilai semua mazdhab fikih 
menerima dan menjadikan ‘urf sebagai dalil syara’ dalam menetapkan 
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hukum yang muncul di masyarakat ketika tidak ada dalil nash yang 
menjelaskan hukum yang muncul dimasyarakat. 
Menentang ‘urf (tradisi) yang telah dipandang baik oleh 
masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Oleh karena 
itu, ulama’ madzhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum 
yang ditetapkan berdasarkan ‘urf yang s}ah}i>h (benar), bukan yang fa>sid 
(rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar’i. 
Secara lebih singkat, pensyarah kitab ‚Al-Asa<bah wa an-Nasair‛. 
mengatakan: 
 ِب ٌتِبَاث ِف رُعلِاب ُتِباَّثلا  يِع رَش ٍل ِيلَد 
Artinya ‚diktum hukum yang berdasarkan ‘urf sama dengan 
diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar’i‛46 
 
Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan qiyas z}hanni> akan 
selalu berubah seirama dengan perubahan zaman. Karenanya para 
ulama berpendapat bahwa ulama muta’akhirin boleh mengeluarkan 
pendapat yang berbeda dari mazhab mutaqaddimin jikalau para ulama 
mutaqaddimin didasarkan pada qiyas. Karena dalam menetapkan dalil 
qiyas. Mereka sangat terpengaruh oleh ‘urf -‘urf yang berkembang 
dalam masyarakatnya pada waktu itu.
47
 
4. Syarat-syarat ‘urf  untuk dijadikan landasan hukum 
a. ‘Urf  mengandung kemaslahatan yang logis 
Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada ‘urf 
yang s}ah}i>h. Sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan 
dalam arti tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah 
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Rasulallah. Sebaliknya, apabila ‘urf itu mendatangkan 
kemudhratan dan tidak dapat dilogika, maka ‘urf yang demikian 
tidak dapat dibenarkan dalam Islam.
48
 
b. ‘Urf  tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan 
lingkungan‘urf, atau minimal dikalangan sebagian besar 
masyarakat. 
‘Urf itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi di 
tengah-tengah masyarakat dan keberlakuanya dianut oleh 
mayoritas masyarakat tersebut. Syarat ini semakin jelas dengan 
melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat. Umpamanya, 
umumnya masyarakat Indonesia dalam melaksanakan transaksi 
senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang 
Rupiah. Karenanya, dalam satu transaksi tidak mengapa tidak 
menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena 
semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain 
dari penggunaan mata uang Rupiah yang berlaku, kecuali dalam 
kasus tertentu. 
c. ‘Urf yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah 
berlaku pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian. Berarti 
‘urf ini harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau ‘urf itu 
datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. 
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Menurut syarat ini misalnya pemberian mahar istri oleh 
suami. Orang yang melaksanakan akad nikah pada saat akad tidak 
menjelaskan teknis pembayaran maharnya dibayar lunas atau 
dicicil. Sementara ‘urf  yang berlaku di tempat itu melunasi 
seluruh mahar.  
Ternyata kemudian ‘urf ditempat itu mengalami perubahan 
dan orangorang sudah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu 
kasus yang menyebabkan perselisihan antara suami-istri tentang 
pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang 
berlaku kemudian, yaitu pembayaran mahar secara cicil. 
Sementara istri berpegang pada ‘urf  yang berlaku pada saat akad 
pernikahan tersebut dan tidak ada ‘urf  muncul kemudian. 
d. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan 
hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. 
Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya ‘urf  yang 
s}ah}i>h karena bila ‘urf  bertentangan dengan nash atau 
bertentangan dengan prinsip shara’ yang jelas dan pasti, ia 
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C. Pendapat Ulama’ Tentang Perubahan Perjanjian Secara Sepihak Dalam 
Jual Beli 
Mayoritas ulama’ fiqh sepakat bahwa keridhaan (kerelaan) 
merupakan dasar bedirinya sebuah akad (kontrak). Allah SWT melarang 
kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bat}il. Secara bat}il 
dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas. Di antaranya 
melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’, seperti 
halnya melakukan transaksi berbasis riba, transaksi yang bersifat 
spekulatif (maisi>r), ataupun transaksi yang mengandung unsur ghara>r 
(adanya uncertainty/resiko dalam transaksi), serta hal-hal lain yang bisa 
dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini juga memberikan pemahaman 
bahwa supaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan 
adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara 
penjual dan pembeli. 
Syekh Ahmad Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di ditanya 
bagaimana hukumnya jika ada perselisihan antara penjual dan pembeli. 
Beliau menjawab: perselisihan antara penjual dan pembeli dapat terjadi 
disebabkan beberapa hal, antara lain:
50
 
1. Perselisihan Tentang Harga Barang, misalnya: penjual berkata 
bahwa barang tersebut dia jual seharga 100 sedangkan pembeli 
berkata bahwa barang tersebut harganya 80, dan masing-
masing menguatkan pengakuannya dengan sumpah, maka 
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keduanya harus membatalkan akad jika tidak ada kesepakatan. 
Apabila barang yang diakadkan mengalami kerusakan, maka 
harus diganti. 
2. Perselisihan tentang bentuk atau ukuran barang. Menurut 
pendapat yang sahih hukumya seperti perselisihan tentang 
harga. Karena tidak ada perbedaan antara perselisihan dalam 
harga atau barang yang diperjual belikan. Maka dalam hal ini 
yang dijadikan pegangan adalah ucapan penjual. 
3. Apabila kedua pihak telah bersepakat melakukan akad, 
kemudian salah satu pihak mengakui (menuduh) rusaknya akad 
karena syaratnya masih diperselisihkan atau adanya sesuatu 
yang mencegah sahnya akad, sedangkan pihak lain 
mengingkarinya dan mengatakan bahwa akad tersebut telah 
sah. Maka yang dijadikan pegangan adalah ucapan pihak yang 
mengakui sahnya akad. Karena hukum asalnya akad tersebut 
adalah selamat dari pengingkaran. Adanya kesepakatan untuk 
melakukan akad dari kedua belah pihak sebelumnya 
menunjukkan bahwa hal itu telah sesuai dengan syara. Karena 
itu, adanya pengingkaran salah satu pihak berarti 
pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah mereka buat.  
4. Apabila barang yang diakadkan telah diketahui sifat maupun 
keadaannya, kemudian pembeli mengatakan bahwa barang 
yang dia dapatkan tidak sesuai dengan keadaan pada saat akad. 



































Maka menurut pendapat mazhab yang dipegang adalah ucapan 
pembeli, karena hukum asalnya adalah tidak adanya kewajiban 
dari pembeli untuk membayar (tanpa adanya barang). Menurut 
pendapat lain yang dijadikan pegangan adalah pengakuan 
penjual karena hukum asalnya adalah tetapnya barang tersebut 
atas sifat dan keadaan yang ada dan terlihat. 




































GAMBARAN UMUM KEBIASAAN MERUBAH HARGA SECARA 
SEPIHAK PADA JUAL BELI SAYUR MAYUR DI DESA PEDAGANGAN 
KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK 
A. Gambaran Umum Desa Pedagangan 
Pada bab ini akan diuraikan tentang objek penelitian dengan 
maksud untuk  menggambarkan objek penelitian secara global dimana 
objek yang Penulis amati adalah jual beli sayur mayur dengan kebiasaan 
merubah  harga secara sepihak  oleh tengkulak kepada petani di Desa 
Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. 
Dalam memperoleh data tentang objek penelitian, Penulis 
mengadakan observasi atau pengamatan secara langsung di lapangan 
terhadap situasi dan kondisi di Desa Pedagangan disertai dengan 
wawancara untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilaksanakan di 
Desa tersebut. Untuk lebih jelasnya data yang diperoleh akan diuraikan 
sebagai berikut:  
1. Keadaan geografis  
Desa Pedagangan merupakan salah satu dari 16 Desa yang ada 
di Kecamatan Wringinanom. Desa Pedagangan merupakan bagian dari 
wilayah Kabupaten Gresik bagian selatan yang merupakan dataran 
rendah yang cukup subur  dan sebagian merupakan daerah bukit-bukit. 
Letaknya kurang lebih 1 km ke arah selatan dari Kecamatan 
Wringinanom. Luas Desa Pedagangan adalah 3,76 km2 merupakan 





































Sebagaian besar penduduk Desa Pedagangan bermata 
pencaharian di bagian pertanian, perkebunan, peternakan, dengan 
pendapatan perkapita yang masih rendah dan juga sebagaian kecil 
berusaha di perdagangan dan jasa.
2
 Lahan pertanian di Desa 
Pedagangan tidak hanya dapat dimanfaatkan pada musim penghujan 
saja, melainkan juga musim kemarau. Akan tetapi, jika pada musim 
kemarau meraka menggunakan pengairan untuk lahan pertaniannya 
dikarenakan tidak adanya hujan, sehingga mereka para petani dapat 
memanen sayuran kapanpun dan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
mereka. 
2. Keadaan keagamaan 
Mayoritas bahkan 100% warga masyarakat Desa Pedagangan 
menganut agama Islam. Untuk menunjang pelaksanaan ritual 
keagamaan di Desa Pedagangan terbentuk beberapa kegiatan 
keagamaan seperti hataman quran, yasinan, diba’an, isharian dan 
tahlilan yang salah satunya bisa dilakukan di rumah-rumah para warga 
secara bergantian, dan ada juga yang dilakukan di masjid sebagai 
kegiatan rutin mingguan. 
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Pada dasarnya semua kegiatan itu dijadikan sebagai sarana 
pengikat rasa persatuan dan kesatuan (ukhuwa>h  isla>mi>yah).  
Di Desa Pedagangan juga terbentuk kelompok hadrah dan 
kasidah sebagai cermin bahwa pengembangan budaya di Desa tersebut 
sangat kental dengan nuansa Islami. Selain itu, juga terbentuknya 
ReMas (remaja masjid) dan juga IPPNU. Setiap minggu sekali di Desa 
Pedagangan mengadakan kegiatan rutin yaitu ziarah ke Sunan Ampel 
dan Syaihkhuna Kholil Bangkalan. 
Dari keterangan diatas, maka dapat dikatakan bahwa di Desa 
Pedagangan sangatlah kental terhadap kegiatan-kegiatan Islami yang 
dilakukan. Oleh karena itu, mereka berharap kegiatan jual beli yang 
dilakukan di Desa Pedagangan agar supaya tidak terjadi kesalahan  
dalam melakukan transaksi jual beli dan yang paling penting adalah 
tidak bertentanggan dengan syariat Islam agar bisa bermanfaat bagi 
diri sendiri dan juga orang lain.  
3. Keadaan ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan meningkatnya 
pendapatan perkapita masyarakat. Salah satu penyebab rendahnya 
pertumbuhan ekonomi adalah kondisi akses jalan di Desa Pedagangan 
yang tidak memadai. Banyak kondisi jalan yang sangat sulit ditempuh 
karena harus masuk ke lahan persawahan para petani yang jalannya 
begitu sempit dan sering banjir di lahan persawahan dikala musim 
hujan sehingga sebagian besar masyarakat yang berpenghasilan 

































sebagai petani/pekebun dan pengangkutan/pemasaran lebih banyak 
terbebani dengan biaya transportasi untuk memasarkan hasil-hasil 
pertanian/perkebunan dan gagal panen jika terjadi banjir. 
Namun, upaya dari pemerintah Desa Pedagangan guna 
peningkatan akses jalan terus dilakukan dengan mengalokasikan 
bantuan pemerintah untuk sarana dan prasarana transportasi seperti 
pengadaan serta perbaikan pelebaran jalan dan jembatan sehingga 
ketika musim hujan air di sungai tidak meluap ke persawahan. 
Untuk para petani Desa Pedagangan, apabila memasarkan hasil 
pertanian dan perkebunan tidak perlu secara langsung datang ke Pasar, 
mereka hanya menunggu tengkulak untuk mengambil sayuran-sayuran 
yang mereka panen. 
B. Praktik Jual Beli Sayur Mayur di Desa Pedagangan Kecamatan 
Wringinanom Kabupaten Gresik 
1. Kebiasaan merubah harga secara sepihak pada jual beli sayur mayur di 
desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik  
a. Latar Belakang  
Transaksi jual beli sayur mayur antara petani dan 
tengkulak di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom 
Kabupaten Gresik dilakukan dengan mengunakan sistem 
pembayaran di akhir sebagai landasan jual beli di Desa tersebut. 
Sebagaimana yang telah diketahui  bahwasanya jual beli tersebut 
dengan menggunakan sistem kebiasaan merubah harga secara 

































sepihak oleh tengkulak kepada petani. Tengkulak membeli sayur 
tanpa harus memesan terlebih dahulu karena di Desa Pedagangan 
para tengkulak sudah terbiasa langsung datang dan membeli 
macam-macam sayur yang sudah disiapkan oleh petani jikalau 
waktu sayur sudah bisa dipanen. Mereka datang dengan membawa 
mobil pick-up. Para tengkulak sudah tahu kapan musim panen dan 
kapan musim tanam. Kebiasaan pada jual beli yang dilakukan 
pada jual beli sayur-mayur didesa ini yaitu menggunakan sistem 
pembayaran diakhir setelah tengkulak menjual sayurnya ke pasar.
3
 
 Jadi waktu pembayaran kepada petani adalah setelah si 
tengkulak  menjual kembali sayurannya di pasar. Dan yang 
menjadi kebiasaan dengan jual beli sayuran ini adalah bahwa harga 
yang ditentukan diawal bisa berubah sewaktu-waktu di akhir 
pembayaran yang dilakukan oleh tengkulak kepada petani.  
Tengkulak tidak mau rugi dan menanggung resiko. Jadi 
biasanya harganya tidak sesuai dengan apa yang petani tetapkan 
sebelum tengkulak pergi.
4
 Terkadang  alasannya itu kebanyakan 
barang di pasar yang mengakibatkan  persaingan harga di pasar.
5
 
Kalau tidak begitu tengkulak juga merasa mengalami kerugian 
akan persaingan tersebut. Karena banyaknya tengkulak yang 
                                                          
3
 Muid, Wawancara, Desa Pedagangan, 2 Desember 2017. 
4
 Sartik, Wawancara, Desa Pedagangan, 2 Desember 2017. 
5
 Ibid., 

































bersaing untuk menjual sayur di pasar, jadi tengkulak harus 




Tengkulak memberi  harga yang lebih murah dari 
perjanjian awal yang telah disepakati dengan berbagai alasan, 
yang semula harganya Rp 1.500.000,00 untuk 10 bundel bisa jadi 
dibayar hanya Rp 1.200.000,00 bahkan pernah juga dibayar hanya 
Rp 950.000,00. Dalam jual  beli sayur mayur ini tidak ada sistem  
saling pesan. Jadi, tengkulak langsung datang ke tempat yaitu 
Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik 
untuk membeli sayur mayur yang diinginkannya. Selain tidak ada 
sistem pesan , di Desa tersebut dalam jual beli sayur mayur juga 
tidak ada sistem tawar menawar dikarenakan harga yang 
ditetapkan oleh petani sudah sesuai dengan harga sayur di pasaran 
atau ditempat lain dan tengkulak sudah terbiasa dengan tradisi 
sistem tersebut. 
b. Macam-Macam Sayuran yang Dijual oleh Petani 





e. Daun Singkong 
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 Parto, Wawancara, Desa Pedagangan, 8 Desember 2017.  

































f. Daun Pepaya  
g. Daun keningker 
h. Terong  
c. Penetapan Harga dengan Sistem Pembayaran Diakhir 
Sistem yang digunakan para tengkulak dalam membeli 
sayur para petani adalah dengan menggunakan sistem pembayaran 
di akhir setelah si tengkulak menjual sayurannya ke pasar. Harga 
yang disepakati di awal perjanjian oleh kedua pihak antara 
tengkulak dan petani bisa berubah menjadi lebih rendah. 
Perubahan tersebut dilakukan secara sepihak oleh tengkulak yang 
menyebabkan merugikan salah satu pihak yaitu petani. 
Pembayaran dilakukan di akhir karena si tengkulak belom 
bisa memastikan apakah sayur akan laku semua atau tidak 
dikarenakan adanya beberapa faktor yang mengakibatkan sayur 
tidak laku terjual dengan harga yang tetap, sehingga tengkulak 
tidak mau mengambil resiko dari kerugian sayur dan kebiasaan ini 
mengakibatkan  dirugikannya si petani.  
d. Jangka Waktu Pembayaran 
Karena jual-beli ini menggunakan sistem pembayaran di 
akhir, maka tentu saya ada batasan pembayaran oleh tengkulak 
kepada petani. Karena petani juga butuh kepastian dari 
pembayaran uang dari hasil menjual sayur tersebut untuk 

































membayar kepada petani-petani yang lain (preman) yang telah 
membantu dalam memanen maupun menanam sayurnya.  
 Jangka waktu pembayaran tengkulak kepada petani di 
Desa Pedagangan yaitu tidak lebih dari satu minggu untuk 
melunasi semuanya, bisa satu hari setelah penjualan atau yang 
paling sering yaitu dua hari setelah penjualan. Walaupun begitu, 
juga tidak jarang tengkulak yang membayarnya lebih dari satu 
minggu dan ada pula bahkan tengkulak yang tempat tinggalnya 
jauh dari Desa Pedagangan hanya membayar setengah harga saja  
dan setengan pembayaran   yang kurang tidak dibayar.  
e. Pendapatan petani 
Pendapatan petani dari hasil penjualan sayur yaitu tidak 
menentu dikarenakan jumlah sayur yang dijual pun tidak sama  
antar petani yang satu dengan yang lainnya. Harga sayur yaitu Rp. 
1.500,00/ikat tapi sayur dijual kepada tengkulak itu dengan jumlah 
per bundel, satu bundel berisi 100 ikat jadi, jumlah harga 
perbundel adalah Rp.150.000,00/bundel.  
Jadi tinggal mengalikannnya saja, semisal ambil 10 bundel 
berarti harga yang harus dibayar tengkulak kepada petani adalah 
Rp. 1.500.000,00. Akan tetapi, kembali lagi pada penjelasan yang 
telah Penulis paparkan di atas, bahwa tengkulak menggunakan 
sistem pembayaran di akhir setelah menjualnya kembali di pasar, 
dan tengkulak tidak selalu membayar sesuai dengan pembayaran 

































yang telah mereka sepakati di awal, biasanya tengkulak merubah 
harga secara sepihak dengan alasan-alasan yang juga telah 
dijelaskan Penulis di atas.
7
  
f. Pandangan Petani terhadap Sistem Pembayaran di Akhir 
Menurut Muid umur 54 tahun (salah satu petani di Desa 
Pedagangan), memang sudah menjadi tradisi kami dalam 
penjualan sayur  menggunakan sistem pembayaran di akhir, 
walaupun ada juga beberapa tengkulak yang langsung tunai itu 
pun sangat jarang sekali.
8
 
Menurut Sartik umur 43 tahun (salah satu petani di Desa 
Pedagangan), akan tetapi semaksimal mungkin kita   menego 
kepada petani untuk dibayar tepat waktu atau tunai. Kalau tidak 
begitu, kamilah para petani yang dirugikan. Sudah banyak para 
petani di Desa Pedagangan ini yang uang hasil jualan sayur 
mereka tidak terbayarkan dikarenakan para petani yang 
kebanyakan tidak mengetahui rumah si tengkulak dan minimnya 
komunikasi melalui handphone.9 
Dari keterangan-keterangan yang didapat di atas, terlihat 
jelas pihak yang merasakan kerugian atas perubahan harga secara 
sepihak yang terjadi dalam praktik jual beli sayur-mayur dengan 
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 Kemijo, Wawancara, Desa Pedagangan, 2 Desember 2017. 
8
 Muid, Wawancara,Desa Pedagangan, 2 Desember 2017. 
9
 Sartik, Wawancara, Desa Pedagangan,  2 Desember 2017. 

































kebiasaan merubah harga secara  sepihak di Desa Pedagangan 
Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik adalah pihak petani. 
g. Pandangan Tengkulak terhadap Sistem Pembayaran di Akhir 
Menurut Kusnadi umur 47 tahun (salah satu tengkulak di 
Desa Pedagangan), dengan adanya sistem pembayaran di akhir 
tidak akan merugikan para tengkulak. Jika kita (para tengkulak) 
menggunakan sistem pembayaran di awal, maka yang ada para 
tengkulak juga sulit untuk menjual di pasar karena belum tahu 
apakah akan habis barang yang kita jual dengan harga yang biasa 
kita tentukan di pasar, semisal tinggal sedikit sayurnya tapi tidak 




   Menurut Kasto umur 53 tahun (salah satu tengkulak di 
Desa Pedagangan), akan tetapi jika sayur yang kita jual laku 
semua dan harganya sesuai di pasaran, maka kita juga tidak 
memotong harga yang sangat rendah dari perjanjian di awal. Kalau 
untung kita banyak ya mungkin dipotong Rp. 100.000,00 atau Rp. 
200.000,00 tidak lebih dari itu. Tapi kalau kita rugi banyak atas 
penjualan kita di pasar ya bisa saja sampai Rp.400.000,00.
11
 
Dari penjelasan-penjelasan di atas maka terlihat jelas 
bahwa para tengkulak sangat setuju dengan adanya sistem 
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 Kusnadi, Wawancara, Desa Pedagangan, 8 Desember 2017. 
11
 Kasto, Wawancara, Desa Pedagangan, 8 Desember 2017. 

































pembayaran di akhir pada praktik jual beli sayur mayur di Desa 
Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.  
C. Dampak Kebiasaan Merubah Harga secara Sepihak pada Jual Beli Sayur-
Mayur di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik 
Perubahan harga secara sepihak dalam jual beli sayur-mayur ini, 
sebenarnya banyak menimbulkan kerugian, karena pihak petani sudah 
mengeluarkan modal yang sangat besar untuk membeli obat untuk 
tanaman sayur, pupuk,  dan untuk membayar buruh tani dalam menanam, 
buruh tani  yang membantu dalam memupuk sayur, buruh tani yang 
membantu  dalam memanen sayur, buruh tani yang membantu mengankat 
sayur, dan lain sebagainya. Kemijo menyadari bahwa pekerjaan jual beli 
sayur-mayur tidak mudah, karena harus membutuhkan ketelitian dan 




Jadi hanya pihak petanilah yang merasakan kerugian atas 
perubahan harga secara sepihak tersebut. Dikarenakan harus menanggung 
semua kebutuhan yang harus mereka bayar yaitu upah buruh tani  dan 
juga biaya perawatan tanaman seperti membeli obat-obatan, pupuk dan 
lain sebagainya. 
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 Kemijo, Wawancara, 2 Desember  2017. 




































TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIASAAN MERUBAH 
HARGA SECARA SEPIHAK  
A. Praktik Terjadinya Kebiasaan Merubah Harga Secara Sepihak pada }Jual 
Beli Sayur-Mayur antara Petani dan Tengkulak  di Desa Pedagangan  
 
Mencermati persoalan perubahan secara sepihak antara petani dan 
tengkulak yaitu dengan menurunkan harga dalam jual beli sayur-mayur di 
desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik memang 
terasa egoistis, karena petani seakan tidak berdaya mengatasi perilaku 
tengkulak atas potongan harga yang dilakukannya tersebut. Namun, para 
tengkulak merasa bahwa potongan harga yang dilakukannya dengan cara-
cara di atas adalah sesuatu yang biasa dilakukan. 
Seperti memotong harga ketika sayur yang didapatnya tidak laku 
banyak di pasar yang dikarenakan berbagai faktor yang telah dijelaskan di 
atas, sehingga jika terjadi hal-hal yang bisa mengakibatkan kecacatan 
pada sayur di pasar seperti layu karena tidak dengan cepat terjual atau 
akibat yang lainnya. Itu semua mereka lakukan, karena bagi mereka 
dengan cara seperti itu mereka dapat menerima ganti kerugian yang 
mereka alami, meski mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu 
bukanlah suatu cara yang benar. 
Seperti peristiwa yang terjadi pada seorang petani bernama Seniti. 
Dia seringkali harus mengalah atas harga yang sudah ditetapkan oleh 
tengkulak. Hal itu dikarenakan tengkulak mengeluhkan kualitas sayur 
yang diperoleh kurang bagus dan kebanyakan barang di pasar, sehingga 



































harga dipotong berdasarkan pandangan mereka sendiri. Setiap terjadi 
pemotongan harga, alasan yang digunakan pasti sama, yakni sayur tidak 
laku semua melainkan hanya sebagian dengan harga yang lebih murah 
dari biasanya. Bahkan pernah terjadi barang yang sudah dibawa ke pasar 
dikembalikan lagi kepada Seniti, pedagang pengecer beralasan sayur yang 
di beli tidak laku terjual semuanya melainkan hanya terjual sebagian dan 
juga terdapat banyak alasan lainnya yang pada akhirnya dikembalikan ke 
Seniti untuk dijual kembali sayur tersebut, sebelumnya petani sudah 
pasrah pada tengkulak, yang penting sayurnya bisa terjual, walau harga 
yang ditetapkan oleh tengkulak lebih rendah dari harga yang telah 
disepakati pada waktu akad berlangsung.
1
 
Apabila kasus tersebut berlangsung secara terus menerus dan tidak 
diantisipasi, maka akan membawa kesenjangan sosial dikemudian hari 
khususnya di Desa Pedagangan sendiri. Jika para tengkulak sering 
melakukan potongan harga menurut pendapat mereka sendiri, bisa saja 
tidak akan ada petani yang mau memberikan stok sayur lagi kepada 
tengkulak tersebut. 
Keinginan dari pihak petani adalah sayur yang dimilikinya bisa 
habis terjual, maka mereka menerima perubahan harga yang dilakukan 
oleh pihak pedagang pengecer, meskipun perbuatan tersebut 
mengecewakan dan merugikan pihak petani. Akan tetapi lebih 
menakutkan jika sayur yang sudah dikirim dikembalikan lagi kepada 
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 Seniti, Wawancara, Desa Pedagangan, 17 Desember 2017. 



































pihak petani. Dan jika itu terjadi, maka lebih besar lagi kerugian yang 
dialami oleh pihak petani. 
Selain alasan diatas, mengapa para petani kebanyakan menerima 
alasan tersebut, dikarenakan para petani harus menutup modal awal yang 
mereka gunakan sebelumnya dari pembelian obat-obatan tanaman sayur  
hingga proses pemanenan dan pendistribusian sayur berlangsung. Maka 
apabila hasil tersebut sudah bisa digunakan untuk menutup modal awal, 
maka para petani sudah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 
sayur. 
Sebenarnya tindakan para tengkulak tersebut malah dapat 
merugikan dirinya sendiri, karena dengan cara tersebut menjadikan 
mereka tidak dipercaya lagi oleh pihak petani. Akibatnya mereka harus 
berganti-ganti petani lain yang dapat memberikan stok sayur kepada 
mereka. 
Sebagaimana telah diketahui bahwa perubahan harga secara 
sepihak yang dilakukan tengkulak sudah sering terjadi, hal ini sebabkan 
karena kurangnya kesadaran dari para pihak yang bertransaksi khususnya 
bagi para tengkulak yang selalu melihat kerugian dari sisi mereka sendiri. 
Pada dasarnya syari’at Islam dari awal masa banyak yang 
menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat 
selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadist. Adat 
yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak 
mengandung unsur mafsadat (perusak) dan tidak bertentangan dengan 



































syara’ pada saat ini sangatlah banyak dan menjadi perbincangan di 
kalangan ulama’. Bagi kalangan ulama’ yang mengakuinya maka berlaku 
bahwa adat itu dapat dijadikan dasar hukum (al’a>datu muhakkamatun). 
Akan tetapi para ulama’ juga sepakat menolak adat yang secara jelas 
bertentangan dengan syara’. Segala ketentuan yang bertentangan dengan 
hukum syara’ harus ditinggalkan meskipun secara adat sudah diterima 
oleh orang banyak. 
Dalam hal ini, kepedulian dan kesadaran semua pihak harus 
dibangun untuk mencegah persoalan-persoalan yang bisa saja muncul 
dikemudian hari. Pihak-pihak yang berhubungan dalam jual beli sayuran 
ini harusnya bisa lebih berhati-hati. Dengan menambah ketaqwaan kepada 
Allah SWT diharapkan para pihak yang melakukan transaksi dalam jual 
beli sayuran dapat bermuamalah disertai dengan keterbukaan dan 
kejelasan. Seperti, kejujuran tengkulak terhadap apa yang dikatakan 
mengenai barang dagangan, yaitu mengenai alasan-alasan ketika 
melakukan pembayaran kepada petani. Kejelasan mengenai sayur yang 
dijual di pasar, sehingga mereka mendapatkan berkah dalam jual beli yang 
dilakukan.  
Begitu juga dengan para pembeli atau tengkulak, keluhan jika 
sayur-mayur yang diterima dirasa kurang bagus kualitasnya adalah hak 
mereka, akan tetapi alangkah baiknya jika ingin melakukan potongan 
harga bisa melihat sisi dari pihak lainnya. Sehingga tidak ada pihak yang 
merasa terdzalimi. 



































Dan semua pihak berharap agar peraturan hukum bisa ditegakkan 
secara nyata, sehingga tercipta iklim masyarakat yang dinamis, yang 
sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang ada ditengah-tengah 
masyarakat. 
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Sepihak dalam Jual 
Beli Sayur di Desa Pedagangan 
 
Jual beli adalah merupakan perwujudan dari hubungan antar 
sesama manusia sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari baik berupa sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya. Merujuk 
pada pengertian jual beli, praktik yang terjadi di Desa Pedagangan 
Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik sudah terpenuhi rukunnya, 
yaitu adanya penjual, pembeli, dan shighat. Namun demikian, hajat 
manusia dalam memenuhi kebutuhannya (jual beli) terkadang manusia 
tidak mengindahkan tata aturan yang dapat memberikan rasa saling 
menguntungkan, rasa suka sama suka, atau rasa saling rela antara penjual 
dan pembeli. Hal ini telah ditekankan Allah SWT, dalam firmannya: Q.S. 
an-Nisa’: 29 
َٰ  يَٰا  هُّ ي أٱَْٰاوُلُكْأ تَٰ  لََْٰاوُن ما ءَٰ نيِذَّلَْٰم أَٰ  وَٰمُك لَْٰ ي  بَٰمُك نَِٰبٱَْٰلَٰ  بَِٰلِطَِٰإََّٰلََّٰٰ  جِتَٰ نوُك تَٰن أَٰن عًَٰة رَٰ ضا ر  تََْٰٰمُكنِّم  ََٰٰۚ  لَ وَْٰق  تَْٰاوُل ُتَْٰمُك سُفن أ  َٰۚ 
ََّٰنِإٱَٰ نا  كَٰ هَّللَْٰمُكِبََٰٰميِح رَٰا٩٢ 
‚Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu‛ 
 
Bertolak dengan ketentuan-ketentuan aturan jual beli yang sesuai 
dengan syari’at Islam dan telah dijelaskan Penulis pada sebelumnya, 



































ketika dihadapkan dengan realita yang ada dan yang terjadi dalam 
kegiatan jual beli sayur khususnya di Desa Pedagangan Kecamatan 
Wringinanom Kabupaten Gresik, bahwasanya banyak terjadi 
kesenjangan-kesenjangan di dalam ketentuan-ketentuan jual beli yang 
sesuai dengan syari’at Islam terhadap praktek perubahan harga secara 
sepihak. 
Di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik 
ada sebuah adat kebiasaan yaitu melakukan transaksi jual beli sayur 
dengan merubah harga secara sepihak yaitu dengan cara menurunkan 
harga oleh tengkulak kepada petani. Dalam melakukan transaksi ini para 
pihak yaitu petani dan tengkulak bertemu secara langsung sehingga 
terjadi kesepakatan harga. Namun dalam masalah jual beli sayur ini yang 
terjadi di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, 
petani dan tengkulak tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan 
awal. Dalam praktek jual beli sayur ini tidak ada sistem pesan memesan 
dikarenakan tengkulak yang langsung datang ke lahan petani dan 
langsung membawa barangnya (sayur) dan petani bisa melihat dan 
memilih sayura-mayur yang diinginkan, sehingga dalam transaksi jual beli 
sayur ini tidak ada jual beli pesanan (bay‘ al-sala>m) dan juga khiya>r. 
Dijelaskan dalam ketentuan surat an-Nisa’: 29 diatas, bahwasanya 
dalam melakukan perniagaan didasarkan suka sama suka diantara kedua 
belah pihak. Disini terlihat betapa ajaran Islam menempatkan kegiatan 
usaha perdagangan sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat 



































dianjurkan, tetai tetap dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. 
Dengan demikian, usaha perdagangan akan mempunyai nilai ibadah, 
apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan 
diletakkan dalam kerangka ketaatan kepada Allah SWT. 
Jika dilihat dari segi akadnya, maka hal tersebut tidak sesuai 
dengan kehendak akad, sebagaimana dijelaskan di awal, akad merupakan 
pertalian dua kehendak. Shighat akad (ija>b dan qabu>l) merupakan 
ungkapan yang mencerminkan kehendak masing-masing pihak, jadi 
substansi dari kehendak berakad adalah al-ridha (rela). 2 
Menurut jumhur ulama’ akad dibagi menjadi dua, yaitu akad yang 
sah dan akad yang tidak sah. Akad yang sah adalah akad yang memenuhi 
rukun dan syarat sahnya, sedangkan akad yang tidak sah adalah akad yang 
tidak atau kurang memenuhi syarat dan rukun sahnya. Sudah peneliti 
kemukakan dalam bab sebelumnya orang yang melakukan jual beli harus 
memenuhi syarat-syarat diantaranya, kehendak sendiri atau tidak dipaksa, 
sama-sama suka,sehat akalnya, sudah dewasa atau bagi anak-anak harus 
mendapatkan izin dari walinya.
3
  
Perubahan harga secara sepihak oleh tengkulak dalam jual beli 
sayur-mayur di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten 
Gresik subyek yang melakukan jual beli tersebut melakukannya atas 
kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Begitu juga 
penjual dan pembeli adalah sudah dewasa dan sehat akalnya. 
                                                          
2
 Idris Ahmad, Fiqh Menurut Mazhab Syafi’i, (Jakarta: Widjaya, Cet. Ke-1), 1969), 76. 
3
 Ibid., 77. 



































Jika melihat dari keterangan diatas maka akad tersebut tidaklah 
sah, karena tenkulak tidak melakukan kewajibannya secara utuh yaitu 
tidak memberikan hak petani dalam hal ini uang secara sempurna. 
Padahal diawal perjanjian telah disepkati harganya. 
Adapun perselisihan ija>b dan qabu>l yang menguntungkan pihak 
mujib pada satu sisi saja, tidak pada sisi lainnya, maka perselisihan 
tersebut tidak menimbulkan berlangsungnya akad, kecuali disertai dengan 
kesepakatan dengan pihak lainnya. Jadi tengkulak tersebut boleh-boleh 
saja melakukan potongan harga, akan tetapi harus dengan disertai 
kesepakatan petani, sehingga terjadi akad baru antara keduanya. 
Pada dasarnya, syari’at Islam pada masa awal banyak yang 
menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat 
tradisi ini tidak bertentangan dengan Al quran dan Sunnah Rasulallah.
4
 
Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah 
menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan 
dilesatarikan serta adapula yang dihapuskan. Seperti halya yang terjadi di 
Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom kabupaten Gresik ini, tradisi 
yang dilakukan dalam kegiatan jual beli sayur-mayur dengan merubah 
harga secara sepihak oleh tengkulak  sangatlah merugikan salah satu 
pihak yaitu petani, walaupun begitu mau tidak mau petani harus 
merelakannya dengan adanya perubahan harga tersebut agar bisa kembali 
                                                          
4
 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh , (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), 212. 



































modal meskipun sangat kecil sekali keuntungan yang didapat oleh petani. 
Firman Allah pada surat al-A’raf (7):199  
ََِٰٰذُخٱَِٰبَْٰرُمْأ وَٰ  وْف عْلٱَِٰن عَْٰضِرْع أ وَِٰفْرُعْلٱَٰ  جْلَٰ  نيِلِه٩٢٢   
‚Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma´ruf, 
serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh‛5 
Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimn untuk 
mengerjakan yang ma’ruf, sedangkan yang dimaksud dengan ma’ruf itu 
sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan 
berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang 
benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum Islam. 
Dari penjelasan di atas maka jelaslah, bahwa adat atau ‘urf  yang 
mengandung nilai yang positif, dapat diterima oleh Islam dan sebaliknya 
bila adat atau ‘urf mengandung nilai yang negatif maka tidak ada tolerir 
oleh Islam. 
                                                          
5
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002(. 
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Berdasarkan pembahasan di depan, setelah mengadakan penelitian 
secara seksama, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Proses Pelaksanaan jual beli sayur mayur antara tengkulak dan petani 
dilakukan tanpa adanya sistem pesan memesan dan tengkulak langsung 
datang ke tempat dengan memilih dan melihat langsung sayur yang 
akan dibeli sehingga tidak ada jual beli khiyar Sedangkan 
pembayarannya diberikan pada petani, sehari atau bisa juga lebih dari 
setelah sayur terjual. Dalam transaksi jual beli sayur tersebut sering 
kali pihak tengkulaak tidak melakukan pembayaran secara penuh 
kepada pihak petani, dikarenakan mereka menganggap sayur yang 
mereka jual tidak sempurna menurut perspektif mereka sendiri 
dikarenakan saingan di pasaran sehingga minimnya pembeli yang 
mengakibatkan sayur jadi layu, bahkan terkadang cuaca yang tidak 
mendukung. 
2.  Menurut hukum Islam perubahan harga secara sepihak yang dilakukan 
oleh tengkulak kepada petani itu tidak sesuai dengan syar’i. Perubahan 
harga secara sepihak oleh tengkulak dalam jual beli sayur-mayur di 
Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik subyek 
yang melakukan jual beli tersebut melakukannya atas kehendak sendiri 
tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Begitu juga penjual dan 

































pembeli adalah sudah dewasa dan sehat akalnya. Akad tersebut 
tidaklah sah, karena tenkulak tidak melakukan kewajibannya secara 
utuh yaitu tidak memberikan hak petani dalam hal ini uang secara 
sempurna. Padahal diawal perjanjian telah disepkati harganya. Adapun 
perselisihan ija>b dan qabu>l yang menguntungkan pihak mujib pada satu 
sisi saja, tidak pada sisi lainnya, maka perselisihan tersebut tidak 
menimbulkan berlangsungnya akad, kecuali disertai dengan 
kesepakatan dengan pihak lainnya. Jadi tengkulak tersebut boleh-boleh 
saja melakukan potongan harga, akan tetapi harus dengan disertai 
kesepakatan petani, sehingga terjadi akad baru antara keduanya. 
 
B. Saran  
1. Pihak petani seharusnya lebih tegas pada tengkulak yang sering 
melakukan pembayaran dikemudian hari, agar tidak terjadi 
penugakan pembayaran. 
2. Seharusnya tengkulak melakukan pembicaraan terlebih dahulu 
kepada petani apabila mau melakukan penurunan harga untuk 
menghindari perselisihan dari masing-masing pihak. 
3. Seharusnya peristiwa perubahan harga secara sepihak tersebut 
tidaklanh menjadi sebuah tradisi, karena perbuatan seperti itu 
tidaklah sesuai dengan ketentuan syar’i. 
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